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ABSTRAK 

 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN 

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH 

PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERKARA 

PUTUSAN MA NO.1209 K/PID.SUS/2023 

SANDRI RAMA DINATA 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak 

pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 

K/Pid.Sus/2023 serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang 

dikenakan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan 

kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data berupa bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis 

secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim 

didasarkan pada pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis 

meliputi dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa, alat dan barang bukti, fakta 

persidangan, serta terpenuhinya unsur Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kondisi kejiwaan 

terdakwa tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena terdakwa 

masih memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 

denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila 

denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 

Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan bersifat individual karena terdakwa 

terbukti mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan penghapus pidana. 

Kedudukan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menghapus 

pertanggungjawaban pidana, namun tindak pidana yang dilakukan juga 

menimbulkan konsekuensi dalam hubungan kedinasan. Berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara beserta peraturan 

pelaksananya, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana 

dapat dikenakan sanksi administratif atau kepegawaian sesuai dengan tingkat 

pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban PNS yang 

melakukan tindak pidana narkotika dapat berlangsung dalam dua ranah, yaitu 

pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana dan pertanggungjawaban 

kedinasan berdasarkan ketentuan kepegawaian. 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Narkotika; Pegawai Negeri 

Sipil; Pertanggungjawaban Pidana; Putusan Mahkamah Agung. 

 

 

 

 

 

 

x 



 

ABSTRACT 

 

JUDICIAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING A VERDICT FOR 

THE CRIMINAL OFFENSE OF DRUG ABUSE COMMITTED 

BY A CIVIL SERVANT IN SUPREME COURT 

DECISION NO. 1209 K/PID.SUS/2023 

 

SANDRI RAMA DINATA 

This study aims to analyze the considerations of the Judges in imposing a decision 

on a Civil Servant who committed a criminal offense involving narcotics abuse in 

Supreme Court Decision Number 1209 K/Pid.Sus/2023 and to analyze the form of 

criminal liability imposed on the defendant. This study employed a normative 

legal research method using a statutory approach, case approach, and conceptual 

approach. The data sources consisted of primary, secondary, and tertiary legal 

materials collected through library research and analyzed qualitatively. The 

results of the study indicate that the Judges’ considerations were based on both 

juridical and non-juridical considerations. The juridical considerations included 

the indictment, statements of witnesses and the defendant, evidence and exhibits, 

facts established during the trial, and the fulfillment of the elements of Article 114 

paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 

2009 concerning Narcotics. The defendant’s psychological condition did not 

eliminate criminal liability because the defendant remained capable of being held 

responsible for his actions. The Supreme Court sentenced the defendant to 12 

(twelve) years of imprisonment and a fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion 

rupiah), with the provision that if the fine was not paid, it would be replaced by 3 

(three) months of imprisonment. The criminal liability imposed was individual in 

nature because the defendant was proven to be capable of being held responsible 

and there were no grounds for excluding criminal liability. The defendant’s status 

as a Civil Servant did not eliminate criminal liability; however, the criminal 

offense also resulted in consequences within the employment relationship. Based 

on the statutory provisions governing State Civil Apparatus and their 

implementing regulations, a Civil Servant who commits a disciplinary violation 

and/or criminal offense may be subject to administrative or employment sanctions 

in accordance with the level of the violation and applicable provisions. Thus, the 

liability of a Civil Servant who commits a narcotics offense may arise in two 

domains, namely criminal liability under criminal law and official or employment 

liability under the applicable civil service regulations. 

 

Keywords: Judicial Considerations; Narcotics Offense; Civil Servant; Criminal 

Liability; Supreme Court Decision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia memiliki kepercayaan publik 

sebagai pelaksana kebijakan negara dan sebagai teladan moral serta 

profesionalisme dalam melaksanakan tugas negara. Namun, belakangan ini 

terdapat fenomena bahwa pejabat publik, termasuk PNS, tidak jarang tersandung 

kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini menimbulkan problem serius, karena 

selain melanggar norma hukum pidana, penyalahgunaan narkoba oleh PNS 

mencoreng martabat birokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap 

aparatur negara.
1
 

Penyalahgunaan narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Menurut UU tersebut, 

tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, atau menyediakan 

narkotika tanpa hak adalah perbuatan pidana. Ketika pelaku adalah PNS, muncul 

permasalahan hukum tambahan yaitu tidak hanya sanksi pidana dilakukan, tetapi 

juga sanksi administratif dan disiplin kepegawaian. 

Pertanggungjawaban pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

melakukan penyalahgunaan narkoba memperlihatkan tingkat kompleksitas yang 

cukup tinggi, karena melibatkan dua ranah hukum sekaligus, yakni hukum pidana 

dan hukum kepegawaian. Penelitian yang dilakukan oleh Murti dkk. di Kabupaten 

 

1
 Yayuk Rizki Hulukati, Dian Ekawaty Ismail, dan Novendri Nggilu. 2020. 

“Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat dari Perspektif Kajian 

Kriminologi.” Jurnal Legalitas 13, No. 1, hlm. 16-30. https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7303. 
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https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7303


2 

 

 

 

 

 

Buleleng menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah 

melaksanakan proses hukum secara formal, konsekuensi pidana yang dijatuhkan 

kepada PNS tidak selalu berdiri sendiri. Putusan pidana sering disertai dengan 

penerapan sanksi administratif dari instansi terkait, seperti pemecatan sementara, 

penonaktifan, atau penjatuhan sanksi disiplin lainnya. Hal ini mencerminkan 

adanya koordinasi antara mekanisme penegakan hukum pidana dan aturan 

kepegawaian, sehingga penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh PNS 

harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara simultan. Selain itu, 

praktik ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat pengawasan internal 

pemerintah dalam menegakkan integritas dan profesionalisme PNS.
2
 

Situasi tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memperjelas 

mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk bagaimana proses hukum 

dijalankan secara adil dan konsisten. Terlebih lagi, putusan pengadilan, khususnya 

putusan tingkat tinggi seperti Mahkamah Agung (MA), memiliki peran penting 

dalam membentuk preseden hukum yang menjadi pedoman bagi penegakan 

hukum terhadap PNS di masa mendatang. Meski demikian, literatur dan penelitian 

terkini yang membahas hal ini masih relatif terbatas, terutama terkait dualitas 

status PNS sebagai warga negara biasa yang tunduk pada hukum pidana dan 

sebagai aparatur negara yang juga tunduk pada peraturan kepegawaian. Ketiadaan 

kajian komprehensif mengenai aspek hukum pidana dan kepegawaian secara 

 

2
 Wisnu Murti, I Made Gede, Made Sugi Hartono, dan I Dewa Gede Herman Yudiawan. 

2025. “Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 

yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buleleng.” Innovative: Journal of Social 

Science Research 5, No. 1, hlm. 55-56. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17958 

https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17958
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bersamaan menyebabkan kurangnya panduan normatif dan praktis bagi aparat 

penegak hukum maupun instansi pemerintah. Kondisi ini mempertegas urgensi 

penelitian yang menelaah pertanggungjawaban pidana PNS dalam konteks 

penyalahgunaan narkoba secara mendalam, baik dari sisi yuridis maupun 

implementasi putusan pengadilan.
3
 

Pengaturan pidana terhadap PNS penyalahguna narkotika pada dasarnya 

tidak berbeda dengan masyarakat umum, sebagaimana diatur dalam UU 

Narkotika. Namun, karena PNS juga tunduk pada regulasi kepegawaian (misalnya 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, UU ASN 

dan peraturan pelaksanaannya), maka bila dipidana, PNS dapat dikenakan sanksi 

disiplin, termasuk pemberhentian. penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana 

PNS dalam penyalahgunaan narkoba menjadi penting, tidak hanya untuk 

mengkaji aspek pidana semata, tetapi juga implikasinya terhadap status 

kepegawaian dan tata nilai aparatur negara yang berdampak pada integritas 

birokrasi. Semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba oleh PNS 

menunjukkan urgensi penelitian ini sebagai upaya preventif: untuk memperkuat 

regulasi, sanksi, dan mekanisme pengawasan terhadap PNS agar tidak terjerat 

penyalahgunaan narkoba.
4
 

Salah satu bentuk penyalahgunaan narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil 

adalah pada Putusan MA No. 1209 K/Pid.Sus/2023, putusan tersebut menegaskan 

 

3
 Iman Maulana Ramadhani dan Uly Pratimaratri. 2024. “Penerapan Pidana Terhadap 

Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil”, Abstract of Undergraduate Research, 

Faculty of Law, Bung Hatta University. 
4
 Devan Filia Pratama. 2024. “Kajian Yuridis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi 

Nomor: 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.).” Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan 

Kejahatan 4, No. 1, hlm. 17-19. https://doi.org/10.20961/recidive.v4i1.40544. 

https://doi.org/10.20961/recidive.v4i1.40544
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bahwa setiap warga negara, termasuk PNS, tetap dapat dipidana apabila unsur 

pidana dan kesalahan terbukti, meskipun sebelumnya terdakwa sempat dinyatakan 

memiliki gangguan jiwa. Pada putusan ini, Mahkamah Agung menerima kasasi 

Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan bebas sebelumnya, dan 

menjatuhkan hukuman pidana, sehingga memperkuat prinsip bahwa status 

kepegawaian tidak membebaskan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, putusan 

ini menekankan pentingnya memperhitungkan kapasitas mental terdakwa dalam 

penjatuhan hukuman, yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana 

harus mempertimbangkan aspek kejiwaan untuk mencapai keadilan substantif. 

Perkara yang berakhir pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 

K/Pid.Sus/2023 berasal dari Pengadilan Negeri Palembang melalui Putusan 

Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Plg, kemudian diperiksa pada tingkat banding oleh 

Pengadilan Tinggi Palembang melalui Putusan Nomor 244/PID/2022/PT PLG, 

dan selanjutnya diperiksa pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Dalam 

proses pemeriksaan pada setiap tingkat peradilan terdapat perbedaan penilaian 

hakim terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa, khususnya mengenai 

kondisi kejiwaan terdakwa dan penerapan ketentuan Pasal 44 KUHP. Pengadilan 

Negeri Palembang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan 

menjatuhkan pidana. Putusan tersebut kemudian diubah oleh Pengadilan Tinggi 

Palembang yang menilai bahwa kondisi kejiwaan terdakwa berpengaruh terhadap 

kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Selanjutnya, pada tingkat kasasi, 

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, 

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang, dan menyatakan terdakwa 
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tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta menjatuhkan pidana 

sebagaimana dalam putusan kasasi. 

Perbedaan putusan tersebut tidak semata-mata menunjukkan adanya 

disparitas pemidanaan, melainkan lebih tepat dipahami sebagai adanya perbedaan 

penilaian dan interpretasi hukum antar tingkat peradilan terhadap persoalan 

pertanggungjawaban pidana terdakwa. Masing-masing tingkat peradilan 

mempunyai kewenangan untuk menilai fakta dan menerapkan hukum berdasarkan 

pemeriksaan perkara yang dilakukan. Dalam perkara ini, perbedaan terutama 

terletak pada penilaian terhadap kondisi kejiwaan terdakwa dan apakah kondisi 

tersebut memenuhi persyaratan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana 

berdasarkan Pasal 44 KUHP. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi kemudian 

memiliki penilaian hukum yang berbeda dari Pengadilan Tinggi Palembang dan 

menyimpulkan bahwa kondisi tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban 

pidana terdakwa. Fokus utama perkara ini bukan pada adanya disparitas putusan, 

tetapi pada perbedaan penerapan hukum mengenai kemampuan bertanggung 

jawab yang pada akhirnya diselesaikan melalui putusan Mahkamah Agung. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kajian tentang penyalahgunaan 

narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) umumnya terbagi antara aspek pidana 

maupun sanksi administratif yaitu Hulukati menyoroti perspektif kriminologi,
5
 

Pratama menelaah sanksi pidana melalui studi putusan Pengadilan Negeri Jambi,
6
 

dan Murti dkk fokus pada praktik penegakan hukum dan sanksi administratif di 

 

 
 

 

16-30. 

5
 Yayuk Rizki Hulukati, Dian Ekawaty Ismail, dan Novendri Nggilu. 2020. Op. Cit., hlm. 

6
 Devan Filia Pratama. 2024. Op. Cit., hlm. 17-19. 
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Kabupaten Buleleng.
7
 Namun, penelitian terdahulu belum menganalisis secara 

komprehensif pertanggungjawaban pidana PNS penyalahguna narkoba dengan 

acuan pada putusan Mahkamah Agung, khususnya Putusan MA No. 1209 

K/Pid.Sus/2023, yang menegaskan perlakuan pidana terhadap PNS sekaligus 

mempertimbangkan kapasitas mental terdakwa. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan penulis 

mengadakan penelitian melalui skripsi ini, dengan judul: Pertimbangan Hakim 

dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh 

Pegawai Negeri Sipil Pada Perkara Putusan MA No.1209 K/Pid.Sus/2023. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak 

pidana penyalahgunaan narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil pada perkara 

Putusan MA No.1209 K/Pid.Sus/2023? 

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap 

PNS yang melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan nomor 

putusan MA 1209 K/Pid.Sus/2023? 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian adalah batasan-batasan yang ditetapkan dalam 

suatu penelitian untuk mengarahkan fokus kajian pada aspek-aspek yang relevan 

 

7
 Wisnu Murti, I Made Gede, Made Sugi Hartono, dan I Dewa Gede Herman Yudiawan. 

2025. Op. Cit., hlm. 55-56. 
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dengan permasalahan yang diteliti. Ruang lingkup ini mencakup topik penelitian, 

objek kajian, serta pendekatan yang digunakan agar pembahasan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian. Penelitian ini berada dalam ranah hukum 

pidana dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan 

pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan 

putusan pengadilan. Fokus penelitian dibatasi pada analisis pertimbangan hukum 

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023, serta analisis mengenai bentuk 

pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada pelaku berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini tidak membahas aspek 

empiris maupun data lapangan, melainkan berfokus pada kajian normatif terhadap 

dasar pertimbangan hakim, penerapan ketentuan hukum pidana, dan konsep 

pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian skripsi ini yang dilakukan bertujuan untuk mencapai 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan Hakim 

dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh 

Pegawai Negeri Sipil pada perkara Putusan MA No.1209 

K/Pid.Sus/2023. 

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bentuk 

pertanggungjawaban  pidana  yang  dikenakan  terhadap  PNS  yang 
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melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan nomor putusan MA 

1209 K/Pid.Sus/2023. 

Hasil yang didapat dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat terhadap: 

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan 

pertanggungjawaban pidana Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tindak 

pidana penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya kajian akademik mengenai penerapan prinsip 

pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan melalui analisis 

terhadap pertimbangan hukum hakim dan interpretasi Mahkamah Agung 

dalam Putusan Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023. Selain itu, hasil penelitian 

ini diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi peneliti, akademisi, dan 

mahasiswa dalam mengembangkan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan reformasi hukum pidana, kebijakan pengawasan aparatur sipil 

negara, serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan 

birokrasi pemerintahan. 

2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi berbagai pihak. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat 

menjadi bahan pertimbangan dan menambah pemahaman mengenai 

penerapan pertanggungjawaban pidana serta penjatuhan sanksi terhadap 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana 

penyalahgunaan narkoba sehingga mendukung penegakan hukum yang 
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adil, konsisten, dan berkeadilan. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan 

pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara 

serta penguatan penegakan disiplin dan pemberian sanksi sesuai 

ketentuan yang berlaku. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam 

pengembangan kajian mengenai hukum pidana, pertanggungjawaban 

pidana, dan tindak pidana narkotika. Selain itu, bagi peneliti, penelitian 

ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian ini merupakan landasan berpikir yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama yang diteliti, yaitu: 

1. Pertimbangan Hakim 

 

Pertimbangan Hakim adalah proses penalaran hukum yang 

dilakukan oleh hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk menentukan 

terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dan menjatuhkan putusan 

yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. 

Dalam memberikan pertimbangan, hakim tidak hanya berpedoman 
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pada ketentuan hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
8
 

2. Pertanggungjawaban Pidana 

 

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban hukum yang 

melekat pada setiap individu untuk menanggung konsekuensi pidana 

akibat perbuatan yang dilakukan. Kewajiban ini muncul ketika 

perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, yakni 

adanya perbuatan nyata atau actus reus serta adanya kesalahan atau 

mens rea. Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya bukti bahwa 

pelaku secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang 

oleh hukum. Setelah unsur-unsur ini terbukti melalui proses hukum 

yang sah, pelaku berhak untuk dikenai sanksi pidana sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan, sehingga prinsip keadilan dan 

kepastian hukum dapat ditegakkan.
9
 

3. Pegawai Negeri Sipil 

 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, diangkat secara resmi oleh pejabat yang 

berwenang, dan bekerja penuh waktu pada instansi pemerintah untuk 

melaksanakan tugas pemerintahan. PNS memiliki hak dan kewajiban 

sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk tunduk pada disiplin 

 

 

 

8
 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik 

Penyusunan dan Permasalahannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 129. 
9
 Maruli Hutagalung. 2021. Hukum Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group), hlm. 89. 
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kepegawaian dan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana 

apabila melakukan pelanggaran.
10

 

4. Tindak Pidana 

 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana 

dan diancam dengan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut 

dilakukan. Perbuatan ini bisa bersifat aktif (melakukan sesuatu) atau 

pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan), tetapi dalam kedua 

kasus harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-

undang agar dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.
11

 

5. Penyalahgunaan Narkoba 

 

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan, kepemilikan, 

pengedaran, atau produksi narkotika secara melawan hukum, tanpa hak 

atau melampaui ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan. 

Tindak ini termasuk kategori tindak pidana karena dilarang oleh 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 

Narkotika) dan dapat dikenai sanksi pidana bagi pelaku, baik warga 

negara biasa maupun Pegawai Negeri Sipil.
12

 

 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Sebelum melakukan pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023, peneliti menelaah beberapa penelitian terdahulu 

10
 Soerjono Soekanto. 2022. Pengantar Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada), hlm. 115 
11

 R. Subekti. 2021. Pokok-Pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 

145 
12

 Ahmad Halim. 2021. Hukum Narkotika di Indonesia: Teori dan Praktik Penegakan 
Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 90. 



12 

 

 

 

 

 

yang memiliki keterkaitan dengan pertimbangan hakim, pertanggungjawaban 

pidana, serta tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelaahan terhadap penelitian terdahulu bertujuan 

untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fokus kajian, pendekatan 

penelitian, serta temuan yang telah dihasilkan, sehingga dapat diketahui posisi 

(state of the art) dan kebaruan (novelty) penelitian ini. 

Berdasarkan hasil review, belum ditemukan penelitian yang secara khusus 

menganalisis pertimbangan hakim dan bentuk pertanggungjawaban pidana 

terhadap PNS dalam perkara penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum pidana, 

khususnya mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana dan dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika yang 

melibatkan aparatur sipil negara. Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul ini: 

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan 

 

No. Judul / Penulis Rumusan Masalah Hasil Temuan 

Relevansi 

dengan 
Penelitian Ini 

1 
. 

Penyalahgunaan 

Narkotika Oleh 

Pegawai Negeri Sipil 

Dilihat  Dari 

Perspektif Kajian 

Kriminologi, Yayuk 

Rizki Hulukati, Dian 

Ekawaty    Ismail, 

Novendri Nggilu 

(2020) 

(1) Apa faktor-faktor 

yang menyebabkan 

penyalahgunaan 

narkotika oleh 

Pegawai Negeri 

Sipil? (2) Bagaimana 

upaya 

penanggulangan 

penyalahgunaan 

narkotika oleh 

Pegawai Negeri 

Sipil? 

Hasil   penelitian 

ini menunjukan 

bahwa   faktor-

faktor  terjadinya 

penyalahgunaan 

narkotika  yang 

melibatkan 

pegawai Negeri 

Sipil di Kota 

Gorontalo di 

akibatkan oleh 

beberapa  faktor, 

Penelitian   ini 

sama-sama 

membahas 

penyalahgunaan 

narkotika  oleh 

PNS, tetapi 

menggunakan 

perspektif 

kriminologi. 

Penelitian ini 

berbeda  karena 
berfokus pada 
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No. Judul / Penulis Rumusan Masalah Hasil Temuan 

Relevansi 

dengan 
Penelitian Ini 

   baik faktor 

internal maupun 

faktor eksternal, 

faktor   internal 

yaitu dengan 

mencoba-coba 

untuk 
menyalahgunakan 

narkotika,  dan 

faktor eksternal 

yaitu dengan 

faktor lingkungan 

tempat tinggal dan 

lingkungan 

pergaulan dan 

upaya-upaya 

dalam 
penanggulangan 

penyalahgunaan 

narkotika   oleh 

Pegawai   Negeri 

Sipil   dilakukan 

mulai dari upaya 

preventif   yang 

dilakukan dengan 

cara penyuluhan 

dan  sosialisasi 

tentang  bahaya 

narkoba, upaya 
Represif yang 

bersifat tindakan 

penegakan hukum 

yang   dilakukan 

oleh Polres 

Gorontalo   Kota 
dan Badan 

Narkotika 

Nasional Provinsi 

Gorontalo, dan 

melakukan upaya 

Rehabilitasi secara 

sosial dan secara 

fisik, selain itu 

melakukan tes 

urine secara 

berkala   disetiap 
instansi,   harus 

pertimbangan 

hakim   dan 

pertanggungjaw 

aban pidana 

berdasarkan 

Putusan  MA 

Nomor 1209 

K/Pid.Sus/2023. 
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No. Judul / Penulis Rumusan Masalah Hasil Temuan 

Relevansi 

dengan 
Penelitian Ini 

   adanya sosialisasi 

secara rutin dan 

penindakan 

hukum   secara 

tegas bagi  PNS 

yang  melakukan 

penyalahgunaan 
Narkotika. 

 

2 
. 

Kajian Yuridis Sanksi 

Pidana terhadap 

Tindak  Pidana 

Penyalahgunaan 

Narkotika   oleh 

Pegawai Negeri Sipil 

(Studi Putusan 

Pengadilan  Negeri 

Jambi  Nomor: 

155/Pid.Sus/2014/PN 

.Jbi.), Devan Filia 

Pratama (2024) 

(1) Bagaimana 

pengaturan sanksi 

pidana terhadap PNS 

yang  melakukan 

penyalahgunaan 

narkotika?  (2) 

Bagaimana 

penerapan sanksi 
pidana dalam 

Putusan PN Jambi 

Nomor 

155/Pid.Sus/2014/P 

N.Jbi.? 

Pengaturan tindak 

pidana 

penyalahgunaan 

narkotika yang 

dilakukan oleh 

pegawai negeri 

sipil tidaklah 
berbeda   dengan 

penyalahgunaan 

yang  dilakukan 

oleh masyarakat 

umum,     sesuai 

dengan   Undang-

Undang Nomor 35 

Tahun 2009 
tentang Narkotika. 

Pegawai negeri 

sipil yang 
melakukan tindak 

pidana 

penyalahgunaan 

narkotika juga 

mendapatkan 

sanksi 
administratif yang 

sudah diatur oleh 

Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 

2023 tentang 

Aparatur Sipil 

Negara. 

Memiliki 
kesamaan dalam 

mengkaji aspek 

yuridis terhadap 

PNS pelaku 

penyalahgunaan 

narkotika. 

Perbedaannya 

terletak   pada 

objek putusan 

dan  fokus 

penelitian. 

Penelitian  ini 

mengkaji 

pertimbangan 

hakim  dan 

pertanggungjaw 

aban pidana 

pada tingkat 

kasasi dalam 

Putusan   MA 

Nomor 1209 

K/Pid.Sus/2023. 

3 

. 
Penegakan Hukum 

oleh Kepolisian 

terhadap Tindak 

Pidana 

Penyalahgunaan 

Narkotika yang 

Dilakukan  Pegawai 

Negeri Sipil di 

(1) Bagaimana 

penegakan  hukum 

oleh  Kepolisian 

terhadap PNS pelaku 

penyalahgunaan 

narkotika? (2) Apa 

akibat   hukum 
terhadap status 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa: Peran 

Kepolisian dalam 

hal penegakan 

hukum dimulai 

dari  penyelidikan 
dan  ditingkatkan 

Penelitian ini 

berkaitan 

dengan 

penyalahgunaan 

narkotika oleh 

PNS, tetapi 

fokusnya  pada 
penegakan 



15 

 

 

 

 

 

 

No. Judul / Penulis Rumusan Masalah Hasil Temuan 

Relevansi 

dengan 
Penelitian Ini 

 Kabupaten Buleleng, 

Wisnu Murti, I Made 

Gede, Made Sugi 

Hartono, dan I Dewa 

Gede Herman 

Yudiawan (2025) 

kepegawaian PNS 

selama proses 

hukum berlangsung? 

ke 
penyidikan. Kepo 

lisian membuat 

surat balasan, 
yang menjadi 

dasar bagi pihak 

instansi yang 

bersangkutan 

untuk melakukan 

pengurusan terkait 

pemberhentian 

sementara. Akibat 

hukum selama 

proses penegakan 

hukum berupa 

pemberhentian 

sementara dan 

Tim Pertimbangan 

Kepegawaian 

dapat memproses 

pelanggaran 

disiplin ketika 

terdapat putusan 

pengadilan yang 

berkekuatan 
hukum tetap. 

hukum oleh 

Kepolisian. 

Penelitian yang 

dilakukan 

penulis berfokus 

pada 

pertimbangan 

hakim   dan 

pertanggungjaw 

aban  pidana 

dalam putusan 

Mahkamah 

Agung. 

4 
. 

Pertanggungjawaban 

Pidana 

Penyalahgunaan 

Narkotika:   Studi 

Pengadilan   Negeri 

Malili,   Jeanne 

Sumeisey, Hambali 

Thalib, dan   Salle 

Salle (2023). 

(1) Bagaimana 

pertanggungjawaban 

pidana terhadap 

pelaku 

penyalahgunaan 

narkotika? (2) 

Faktor-faktor apa 

yang memengaruhi 

penyalahgunaan 

narkotika di wilayah 

hukum  Pengadilan 

Negeri Malili? 

Hasil Penelitian 

penulis 

mendapatkan 

bahwa: 

Pertanggungjawab 

an pidana 

penyalahgunaan 

narkotika terhadap 

pelaku  tindak 

pidana didasarkan 

atas peraturan 

perundang-

undangan   yang 

berlaku yakni 
kuhap serta 

Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 

2009 tentang 

Narkotika,  yang 

dimana hakim 

dalam  memeriksa 

Penelitian ini 

memiliki 

persamaan 

dalam 

membahas 

pertanggungjaw 

aban pidana 

pelaku 

penyalahgunaan 

narkotika. 

Perbedaannya, 

penelitian 

terdahulu tidak 

secara khusus 

mengkaji pelaku 

yang berstatus 

Pegawai Negeri 

Sipil maupun 

analisis 

terhadap 

Putusan MA 
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No. Judul / Penulis Rumusan Masalah Hasil Temuan 

Relevansi 

dengan 
Penelitian Ini 

   dan memutus 

perkara dapat 

mengupayakan 

rehabilitasi medis 

maupun 

rehabilitasi sosial 

sebagai wujud dari 

pertanggungjawab 

an pidana terhadap 

pelaku penyalah 

gunaan narkotika. 

Faktor  yang 

berpengaruh 

penyalahgunaan 

narkotika 

diwilayah hukum 

Kabupaten Luwu 

Timur antara lain: 

penegakan hukum, 

sanksi hukum, dan 

budaya hukum. 

Dari tiga faktor di 

atas sektor yang 

dinilai masih 

lemah dalam 

menurunkan 

peningkatan 

jumlah 

penyalahgunaan 

narkotika 

disebabkan oleh 

dua faktor yaitu : 

Faktor pertama 

penegak hukum 

serta faktor yang 

kedua yaitu 
budaya hukum. 

Nomor 1209 

K/Pid.Sus/2023. 

5 Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil 

yang Sudah Divonis 

Terpidana Narkotika 

Kurang dari 2 Tahun, 

Andi Kalakik dan 

Widodo (2022) 

(1) Bagaimana 

mekanisme 

pemberhentian PNS 

yang dipidana karena 

tindak pidana 

narkotika   dengan 
pidana penjara 

kurang dari 2 tahun? 

(2) Bagaimana 

bentuk perlindungan 

Berdasarkan hasil 

penelitian, PNS 

yang menjadi 

tersangka 

penyalahgunaan 

narkotika  yang 

dihukum pidana 

penjara dibawah 2 

tahun dapat 

dibeherhentikan 

Penelitian ini 

membahas 

aspek hukum 

administrasi 

kepegawaian 

setelah adanya 

putusan pidana. 

Sementara 

penelitian yang 

dilakukan 
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No. Judul / Penulis Rumusan Masalah Hasil Temuan 

Relevansi 

dengan 
Penelitian Ini 

  hukum bagi PNS 

yang diberhentikan? 

dengan 
pemberhentian 
sementara waktu. 

Selain pemberhen 

tian sementara 

waktu, PNS yang 

diberhentikan 

sementara tidak 

mendapatkan 

penghasilan. 

Kemudian bagi 

PNS yang terjerat 

tindak    pidana 

dengan pidana 

penjara kurang 

dari 2 tahun 
namun tetap 

diberhentikan 

tersedia sarana 

yang berdasarkan 

peraturan 

perundang-

undangan  yang 

berlaku 

diperuntukkan 

bagi PNS yang 

merasa 

diperlakukan tidak 

adil, sehungga 

dapat mencari 

keadilan melalui 

sarana 

perlindungan 

hukum yang ada. 

penulis berfokus 

pada    aspek 

hukum  pidana, 

khususnya 

pertimbangan 

hakim     dan 

bentuk 

pertanggungjaw 

aban   pidana 

dalam Putusan 

MA   Nomor 

1209 

K/Pid.Sus/2023. 

Penelitian Yayuk Rizki Hulukati, Dian Ekawaty Ismail, dan Novendri 

Nggilu (2020) berjudul Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil 

Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi bertujuan menganalisis faktor-faktor 

yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

serta upaya penanggulangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keinginan 
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untuk mencoba, dan faktor eksternal, seperti lingkungan tempat tinggal serta 

pergaulan. Upaya penanggulangan dilakukan melalui tindakan preventif, represif, 

dan rehabilitatif, disertai pelaksanaan tes urine berkala, sosialisasi bahaya 

narkoba, serta penegakan hukum yang tegas terhadap PNS pelaku 

penyalahgunaan narkotika. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan 

penelitian ini karena sama-sama mengkaji penyalahgunaan narkotika yang 

dilakukan oleh PNS, namun berbeda dari segi fokus. Penelitian terdahulu 

menggunakan perspektif kriminologi, sedangkan penelitian ini berfokus pada 

analisis pertimbangan hakim dan bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023. 

Penelitian Devan Filia Pratama (2024) berjudul Kajian Yuridis Sanksi 

Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri 

Sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.) 

mengkaji pengaturan sanksi pidana terhadap PNS yang melakukan 

penyalahgunaan narkotika serta penerapannya dalam putusan pengadilan. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap PNS tetap 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

sedangkan konsekuensi administratif mengikuti ketentuan Undang-Undang 

tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini karena sama-sama menggunakan pendekatan yuridis terhadap tindak 

pidana narkotika yang dilakukan oleh PNS. Perbedaannya terletak pada objek 

kajian, di mana penelitian ini secara khusus menganalisis pertimbangan hakim 
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dan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 

K/Pid.Sus/2023. 

Penelitian Wisnu Murti, I Made Gede, Made Sugi Hartono, dan I Dewa 

Gede Herman Yudiawan (2025) berjudul Penegakan Hukum oleh Kepolisian 

terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Pegawai 

Negeri Sipil di Kabupaten Buleleng membahas peran Kepolisian dalam 

penegakan hukum terhadap PNS yang terlibat tindak pidana narkotika. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dimulai dari 

penyelidikan hingga penyidikan, kemudian diikuti dengan pemberitahuan kepada 

instansi terkait sebagai dasar pemberhentian sementara PNS. Setelah putusan 

memperoleh kekuatan hukum tetap, pelanggaran disiplin diproses oleh Tim 

Pertimbangan Kepegawaian. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama 

membahas PNS sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun berbeda fokus. 

Penelitian terdahulu menitikberatkan pada proses penegakan hukum oleh 

Kepolisian dan konsekuensi administratif, sedangkan penelitian ini berfokus pada 

pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan Mahkamah 

Agung. 

Penelitian Jeanne Sumeisey, Hambali Thalib, dan Salle Salle (2023) 

berjudul Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi 

Pengadilan Negeri Malili mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

penyalahgunaan narkotika serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak 

pidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana 

didasarkan pada ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
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tentang Narkotika. Hakim dapat menjatuhkan rehabilitasi medis maupun 

rehabilitasi sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penyalah guna 

narkotika. Selain itu, faktor penegakan hukum dan budaya hukum dinilai masih 

menjadi kendala dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai 

pertanggungjawaban pidana, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu 

tidak secara khusus membahas pelaku yang berstatus PNS maupun pertimbangan 

hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023. 

Penelitian Andi Kalakik dan Widodo (2022) berjudul Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil yang Sudah Divonis Terpidana Narkotika Kurang dari 2 

Tahun mengkaji mekanisme pemberhentian PNS yang dipidana karena tindak 

pidana narkotika dengan pidana penjara kurang dari dua tahun. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa PNS dapat dikenakan pemberhentian sementara selama 

menjalani proses hukum dan tidak berhak menerima penghasilan. Selain itu, PNS 

yang merasa dirugikan akibat keputusan pemberhentian tetap memiliki hak 

memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut berkaitan dengan status hukum 

PNS yang terlibat tindak pidana narkotika, tetapi fokusnya berada pada aspek 

hukum administrasi kepegawaian. Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji 

aspek hukum pidana, khususnya pertimbangan hakim dan bentuk 

pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 

K/Pid.Sus/2023. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (juridical 

normative research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis 

terhadap norma-norma hukum yang berlaku, peraturan perundang-

undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai objek kajian 

utama.
13

 Penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada analisis 

terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023 mengenai 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). Selain menganalisis putusan tersebut, penelitian juga 

mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta peraturan perundang-undangan 

lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan status 

kepegawaian PNS. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap 

dasar pertimbangan hakim (ratio decidendi), penerapan ketentuan hukum 

pidana, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada 

terdakwa dalam putusan tersebut, tanpa melakukan pengumpulan data 

empiris atau penelitian lapangan. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum 

pidana, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

 

13
 Niniek Puji Hastuti & Evi Nurhayati, Pendekatan Penelitian Hukum Normatif 

(Bandung: Alfabeta, 2024), hlm. 42-45. 
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putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai 

Negeri Sipil serta penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam 

praktik peradilan di Indonesia. 

2. Sumber data 

 

Sumber data penelitian untuk pengumpulan materi adalah data 

sekunder, yaitu sumber hukum yang digunakan untuk memperkuat argumen 

dan mengeksplorasi ketentuan perundang-undangan yang sedang dikaji.
14

 

Data ini mencakup beberapa materi, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum ini utama memiliki kekuatan hukum dan berfungsi 

sebagai acuan utama, yaitu 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana 

(KUHP); 

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP); 

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

 

e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

f) Putusan MA No. 1209 K/Pid.Sus/2023. 

 

14
 Maria Farida Indrati, Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Kencana 

Prenada Media, 2021), hlm. 30-32. 
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b. Bahan Hukum Skunder 

 

Bahan hukum sekunder adalah sumber referensi yang digunakan 

untuk menjelaskan, menafsirkan, atau memperdalam pemahaman 

terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan berbagai literatur yang relevan, termasuk buku-buku 

hukum, artikel jurnal akademik, serta pendapat dan analisis dari para 

ahli hukum.
15

 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier berperan sebagai sumber pendukung yang 

membantu memahami dan menjelaskan bahan hukum primer 

maupun sekunder, termasuk kamus hukum, ensiklopedia hukum, 

publikasi resmi, dan situs-situs hukum yang menyediakan informasi 

hukum umum untuk memperkuat kajian normatif dalam penelitian 

hukum.
16

 Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan kamus hukum, 

ensiklopedia hukum, serta situs resmi yang menyediakan informasi 

hukum umum sebagai referensi tambahan untuk memperkuat kajian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
17

 

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai 

ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan 

15
 Rakhmat Sudirman, Penelitian Hukum: Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 55-58. 
16

 Achmad Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 90-92. 
17

 Niniek Puji Hastuti & Evi Nurhayati, Pendekatan Penelitian Hukum Normatif 

(Bandung: Alfabeta, 2024), hlm. 47-49. 
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narkotika, pertanggungjawaban pidana, serta status hukum Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-

undangan lain yang berkaitan. Analisis dilakukan terhadap ketentuan yang 

mengatur unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta 

dasar hukum yang menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan putusan. 

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023 dengan menelaah 

pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim, penerapan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, serta alasan yuridis yang mendasari 

penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. 

Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis 

kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif serta 

mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam 

perkara tersebut berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia. 

4. Analisis Data 

 

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan 

pendekatan yuridis normatif, yaitu melalui penelaahan dan penafsiran 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pertanggungjawaban pidana, dan 
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status hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS), antara lain Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-

undangan lainnya yang relevan. 

Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian penerapan norma 

hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023 

terhadap ketentuan hukum positif, menelaah dasar pertimbangan hakim 

(ratio decidendi) dalam menjatuhkan putusan, serta menganalisis bentuk 

pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada terdakwa sebagai 

Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis 

untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan 

mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum 

pidana yang berlaku serta penerapan pertanggungjawaban pidana dalam 

perkara penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil.
18

 

 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan 

 

 

 

 

18
 Siti Rahayu & Nurul Hidayah, Pendekatan Penelitian Hukum: Teori dan Aplikasi 

(Surabaya: Airlangga University Press, 2023), hlm. 88-93. 
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studi sebelumnya yang relevan, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka konseptual penelitian ini merupakan landasan berpikir yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama yang diteliti, yaitu 

pertimbangan hakim, tindak pidana penyalahgunaan narkotika, 

pertanggungjawaban pidana, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan putusan 

pengadilan. Kelima konsep tersebut menjadi acuan dalam menganalisis 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023, 

serta menilai kesesuaian penerapan pertanggungjawaban pidana dengan 

ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. 

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas aspek hukum yang berkaitan dengan pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 

K/Pid.Sus/2023. Pembahasan dilakukan secara normatif dengan menelaah 

ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan 

pengadilan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
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Aparatur Sipil Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan. 

 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi ulasan yang mencakup kesimpulan serta saran berdasarkan 

hasil penelitian. 
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